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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip good governance yang 

sangat diperhatikan saat ini. Akuntabilitas publik bagi pemerintah mencakup 

pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Terwujudnya 

akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik khususnya 

reformasi keuangan. Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat 

langsung maupun tidak langsung karena sumber dana yang digunakan 

pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan berasal dari masyarakat. 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa akuntabilitas 

dan tata kelola keuangan negara yang baik merupakan modal untuk 

mewujudkan Indonesia Emas 2045. Penguatan akuntabilitas dan tata kelola 

keuangan negara tecermin dari opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP) yang diraih pemerintah, khususnya pada era Pemerintahan Presiden 

Joko Widodo. Setelah pada 2015 LKPP meraih opini wajar dengan 

pengecualian (WDP), LKPP sejak 2016 hingga 2023 mampu meraih opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi, BPK masih menemukan 

permasalahan tata kelola dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. 

Permasalahan itu antara lain kelemahan dalam sistem pengendalian moneter, 

ketidakpatuhan dalam penyusunan pelaporan keuangan, pengelolaan 

pendapatan, belanja dan aset serta kewajiban lainnya. 

Pemeriksaan keuangan oleh BPK diharapkan dapat memberikan 

keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara. Pada tahun 2015 hingga 2023, BPK 

telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset 

dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil 

pemeriksaan senilai Rp 55,97 triliun. Ini merupakan komitmen BPK untuk 

mengawal pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pemeriksaan 

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan merupakan pilar 

keempat dari transformasi kesehatan Indonesia, yang memiliki fokus untuk 

memberikan adanya kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan, 

https://www.okezone.com/tag/bpk
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terutama masyarakat yang masuk dalam golongan kurang mampu. Pada 

regulasi pembiayaan kesehatan tersebut, terdapat tiga tujuan yang ingin 

dicapai, diantaranya adalah dengan memastikan ketersediaan, memastikan 

kecukupan dan berkelanjutan serta teralokasi dengan adil, dan yang terakhir 

adalah memastikan pemanfaatan yang efektif dan efisien. Kementerian 

Kesehatan telah menetapkan empat program prioritas untuk mendukung 

transformasi pembiayaan kesehatan, yaitu National Health Account (NHA), 

Health Technology Assessment (HTA), Konsolidasi Pembiayaan Kesehatan, 

dan Annual Review Tarif. Untuk mendukung transformasi ini diperlukan 

pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik. 

Salah satu inisiatif strategis Kementerian Kesehatan adalah 

mengembangkan layanan Non BPJS dengan pemanfaatan kemandirian 

sebagai BLU untuk meningkatkan pendapatan dari layanan Non JKN. Program 

Strategis Rumah Sakit Vertikal adalah peningkatan pendapatan layanan Non 

BPJS sebesar 10% per tahun selama periode 2025-2029. Program ini 

termasuk dalam program transformasi layanan rujukan untuk mencegah warga 

negara Indonesia berobat ke luar negeri. Akan tetapi, program ini memiliki 

risiko dalam pengelolaan keuangan rumah sakit yaitu dapat terjadi piutang 

macet rumah sakit apabila pasien dan atau penggung hutang tidak 

membayarkan biaya pelayanan Kesehatan yang sudah diberikan.  

Rumah sakit merupakan pilar utama dalam sistem pelayanan 

kesehatan, tetapi untuk tetap beroperasi secara efisien, Rumah Sakit juga 

harus memastikan keberlanjutan keuangan. Salah satu aspek penting dari 

keuangan rumah sakit adalah manajemen piutang. Piutang rumah sakit 

merujuk pada jumlah uang yang belum dibayarkan oleh pasien atau pihak 

asuransi untuk layanan medis yang diberikan. Berdasarkan hasil temuan 

pemeriksa atas laporan keuangan Rumah Sakit (RS) Kariadi tahun 2022 

diketahui bahwa terdapat 2.954 kasus piutang yang belum terselesaikan 

dengan nominal piutang sebesar 4.907.711.851. 

 

B. Dasar Hukum 

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 

2. 2. PP No. 17 Tahun 2020 Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
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3. Peraturan LAN No 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan 

Struktural Kepemimpinan 

4. Peraturan LAN No 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 

5. Keputusan Kepala LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kurikulum Pelatihan 

Struktural Kepemimpinan 

6. Keputusan Kepala LAN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan 

7. Surat Izin Prinsip Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

8. Surat Kepala Biro OSDM Kementerian Kesehatan perihal Pemanggilan 

Peserta 

 
C. Tujuan 

Tujuan dari rencana aksi perubahan ini adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan Jangka Pendek 

i. Terbentuknya tim efektif pengelola piutang 

ii. Tersedianya SOP piutang 

b. Tujuan Jangka Menengah 

i. Terlaksananya koordinasi tim efektif pengelola piutang 

ii. Terlaksananya sosialisasi SOP piutang 

iii. Terlaksananya identifikasi kebutuhan dan spesifikasi digitaliasi piutang 

c. Tujuan Jangka Panjang 

i. Terlaksananya pengelolaan piutang sesuai dengan SOP yang sudah 

ada 

ii. Tersedianya evaluasi dan monitoring dalam pengelolaan piutang 

iii. Tersedianya digitalisasi dalam pengelolaan piutang 

 

D. Manfaat 

Manfaat dari rencana aksi perubahan antara lain: 

a. Petugas piutang memiliki pedoman yang jelas dalam kegiatan pengelolaan 

piutang 

b. Komplain pasien dan atau penganggung hutang selama pengelolaan 

piutang berkurang 

c. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar ada regulasi 

yang jelas sehingga tidak berpotensi menjadi piutang macet 



4 
 

 

d. Cashflow keuangan rumah sakit menjadi lancar karena tidak terjadi piutang 

macet 

e. Pengelolaan piutang tidak menjadi temuan pemeriksa karena sudah sesuai 

dengan regulasi 

 
E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini yaitu menyediakan pedoman dalam 

pengelolaan piutang yang menjadi acuan dalam melaksanakan pengelolaan 

piutang mulai dari proses pengakuan sampai dengan penghapusan piutang.  

Kegiatan ini diharapkan memberikan kemudahan dalam setiap proses 

pengelolaan piutang. 
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Kariadi 

RS Kariadi adalah Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis yang berada di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI. Berdasarkan SK Menkes No. 

1243/Menkes/SK/VIII/2005 telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum 

(BLU), dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan 

yang telah diamanatkan dalam PP No.23 Tahun 2005. RS Kariadi Semarang 

merupakan Rumah Sakit terbesar yang berfungsi sebagai Rumah Sakit 

rujukan bagi wilayah Jawa Tengah. Saat ini RS Kariadi adalah Rumah Sakit 

kelas A Pendidikan dan berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi 

dokter, dokter spesialis,dan sub spesialis dari FK UNDIP, dan Institusi 

Pendidikan lain serta tenaga kesehatan lainnya. 

Tugas pokok RS Kariadi adalah menyelenggarakan upaya 

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan 

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan 

serta melaksankan upaya rujukan dan upaya lain sesuai dengan kebutuhan. 

RS Kariadi menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelayanan Medik (Spesialistik dan Sub Spesialistik) 

b. Pelayanan penunjang medik dan non medik 

c. Pelayanan dan asuhan keperawatan 

d. Pengelolaan SDM rumah sakit 

e. Pelayanan rujukan 

f. Pendidikan dan Pelatihan di bidang kesehatan 

g. Penelitian dan pengembangan  

h. Administrasi umum dan Keuangan 

 

B. Visi, Misi, Nilai, Filosofi, dan Motto Rumah Sakit Kariadi 

a. Visi 

Menjadi Rumah Sakit Modern dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Asia 

Tahun 2024 

b. Misi 

i. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan yang 

bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien dan lingkunganya. 
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ii. Menyelenggarakan Proses Bisnis Rumah Sakit yang sehat dan 

produktif. 

iii. Menyelenggarakan pengembangan digitalisasi pelayanan Rumah Sakit. 

c. Nilai 

i. Kepercayaan 

ii. Integritas  

iii. Peduli  

iv. Profesional 

v. Efisien 

vi. Kebersamaan 

d. Filosofi 

Dengan landasan kemanusiaan, motivasi, jujur, integritas yang tinggi akan 

mampu meningkatkan mutu pelayanan. 

e. Motto 

Sahabat Menuju Sehat 

 
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kariadi 

a. Stuktur Organisasi 

 

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
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b. Unit Kerja 

i. Tim Kerja 

1) Tim Kerja Pelayanan Medik 

2) Tim Kerja Pelayanan Keperawatan 

3) Tim Kerja Pelayanan Penunjang 

4) Tim Kerja Sumber Daya Manusia 

5) Tim Kerja Pendidikan dan Penelitian 

6) Tim Kerja Penyusunan dan Evaluasi Anggaran 

7) Tim Kerja Perbendaharaan dan Pelaksana Anggaran 

8) Tim Kerja Akutansi dan BMN 

9) Tim Kerja Umum 

10) Tim Kerja Perencanaan dan Evaluasi  

11) Tim Kerja Hukum, Organisasi dan Humas 

ii. Instalasi 

1) Instalasi Gawat Darurat 

2) Instalasi Rawat Intensif 

3) Instalasi Bedah Sentral 

4) Instalasi Eksekutif  

5) Instalasi Rawat Jalan  

6) Instalasi Rawat Inap Kelas III dan Unit Stroke  

7) Instalasi Rawat Inap Kelas I dan Kelas II  

8) Instalasi Pelayanan Ibu dan Anak  

9) Instalasi Geriatri dan Rehabilitasi Medik  

10) Instalasi Jantung  

11) Instalasi Onkologi 

12) Instalasi Laboratorium Terpadu 

13) Instalasi Radiologi  

14) Instalasi Farmasi  

15) Instalasi Rekam Medis 

16) Instalasi Gizi 

17) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Sanitasi RS (IPS dan SRS) 

18) Instalasi Sistem Informasi RS 

19) Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu 

iii. Lain-lain 

1) Dewan Pengawas 
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2) Komite Medik 

3) Komite Etik dan Hukum 

4) Komite Keperawatan 

5) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien 

6) Komite Etik Penelitian Kesehatan 

7) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

8) Komite Koordinasi Pendidikan 

9) Unit Layanan Pengadaan 

10) Satuan Pemeriksaan Interna 

 

D. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Kariadi 

Jumlah sumber daya manusia di Rumah Sakit Kariadi adalah 3.899 

pegawai. Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai terbesar berdasarkan status 

kepegawaian yaitu 45,21%. Rincian distribusi pegawai berdasarkan status 

kepegawaian bisa dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

Gambar 2. 2 Pegawai RS Kariadi Berdasarkan Status Kepegawaian 
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Pegawai Rumah Sakit Kariadi yang terbanyak berdasarkan jenjang pendidikan 

adalah Diploma III yaitu sebesar 61,76%. Rincian pegawai rumah sakit 

berdasarkan jenjang pendidikan bisa dilihat pada diagram di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.3. Pegawai RS Kariadi Berdasarkan Status Kepegawaian 

 

E. Sub Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran 

Sub Tim Kerja Pelaksanaan Anggaran berada di bawah Tim Kerja 

Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran. Sub Tim Kerja ini mengelola 

pengajuan klaim terhadap pelayanan Kesehatan yang telah diberikan kepada 

pasien baik pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun pasien non 

JKN. Petugas untuk pengelolaan klaim JKN berjumlah 6 orang dan Non-JKN 

berjumlah 7 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

BAB III 

ANALISIS MASALAH 

 

A. Identifikasi Isu Strategis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Diagnosis Organisasi 

Gambar di atas menunjukan perunutan isu nasional sampai dengan 

isu di unit kerja yang menjadi perhatian untuk diselesaikan. Berdasarkan 

kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian 

ISU NASIONAL 
 

BPK masih menemukan 

permasalahan tata kelola 

dan akuntabilitas dalam 

laporan keuangan 

pemerintah pusat 

TUPOKSI UNIT KERJA 

 

Melakukan pengelolaan 

piutang (JKN dan Non-

JKN) 

ISU KEMENKES 
 

Transformasi Sistem 

Pembiayaan Kesehatan 

membutuhkan pengelolaan 

dan pelaporan keuangan 

yang baik 

ISU INSTANSI 

 

Pengelolaan piutang RS 

(JKN dan Non JKN) 

belum optimal 

KONDISI SAAT INI 

 

a. Penyelesaian klaim JKN 
BPJS Kesehatan belum 
baik terlihat Juni sebesar 
92,14% 

b. Pengajuan klaim obat 
masih terlambat (bulan 
Juni 2024) 

c. Pengelolaan piutang 
belum optimal ditandai 
dengan temuan 
pemeriksa atas piutang 
macet yang selesai 
26,10% (kasus) dan 
16,23% (nominal) 

 

 

ISU UNIT KERJA 
 

Belum optimalnya pengelolaan 
piutang (JKN dan Non-JKN) 

INDIKATOR KINERJA 
 

a. Ketepatan penyelesaian Klaim JKN 
BPJS Kesehatan 95%  

b. Persentase Rekomendasi Hasil 
Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di 
tindaklanjuti Direktorat Jenderal 
Pelayanan Kesehatan 95 % 

 

https://www.okezone.com/tag/bpk
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Keuangan RI dengan Direktur Utama RS Kariadi tahun 2024 terdapat salah 

satu indikator kinerja yaitu ketepatan penyelesaian klaim JKN ke BPJS 

Kesehatan dengan target kinerja 2024 selama 95%. Dari indikator tersebut 

muncul isu yang terkait dengan unit kerja yaitu ketepatan penyelesaian Klaim 

JKN BPJS Kesehatan pada tahun 2024 bulan April sebesar 90,47%, Mei 

sebesar 93,07% dan Juni 2024 sebesar 92,14 %. Hal ini berarti ada 

peningkatan pending klaim selama tiga bulan terakhir di tahun 2024 sebesar 

9,53%, Mei sebesar 6,93%, dan Juni sebesar 7,86%. Selain itu pengajuan 

klaim obat juga masih terlambat. Pengajuan klaim obat terakhir adalah obat 

untuk bulan Juni 2024 yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2024.  

Perjanjian kinerja tahun 2024 RS Kariadi dengan Direktur Jenderal 

Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan pada sasaran kegiatan 

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit disebutkan bahwa presentase 

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti 

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar 95%. Isu yang terkait 

indikator ini di unit kerja adalah pengelolaan piutang macet yang menjadi 

temuan pemeriksa. Berdasarkan hasil temuan pemeriksa atas laporan 

keuangan Rumah Sakit Kariadi tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 2.954 

kasus piutang yang belum terselesaikan dengan nominal piutang sebesar Rp. 

4.907.711.851. Temuan ini merupakan salah satu bukti pengelolaan piutang 

yang belum optimal. Sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 pengelolaan 

piutang macet temuan BPK yang sudah terselesaikan baru sekitar 771 kasus 

(26,10%) dengan nominal Rp. 796.302.905 (16,23%). 

Bedasarkan uraian di atas akan dilakukan analisi isu yang ada di unit 

kerja menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, 

Layak). 

Tabel 3. 1 Penapisan Isu Menggunakan Metode APKL 

No Isu Aktual Kelayakan Problematik Kekhayalakan Hasil 

1 Pending 

klaim 

pelayanan 

JKN yang 

meningkat 

+ + + + Layak  

2 Pengajuan 

klaim obat 

masih 

terlambat  

+ - +  + Tidak 

layak  
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3 Pengelolaan 

piutang yang 

belum 

optimal 

ditandai 

dengan 

temuan 

pemeriksa 

atas piutang 

macet  

+  +  + + Layak 

Berdasarkan analisis masalah menggunakan tools APKL (Aktual, 

Problematik, Kekhalayakan, Layak), ditemukan bahwa terdapat dua isu 

strategis/masalah yang harus segera dicarikan solusinya karena 

merupakan isu yang Aktual yaitu bahwa isu itu masih terjadi di unit kerja, 

Problematik yaitu bahwa isu yang dipilih merupakan isu menyimpang dari 

harapan, standar, atau ketentuan yang menimbulkan permasalahan, 

Kekhalayakan yaitu bahwa isu yang dipilih merupakan isu yang secara 

langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, dan Layak yaitu bahwa 

isu yang ditawarkan merupakan isu yang masuk akal, pantas, realistis dan 

dapat dibahas sesuai dengan tugas, fungsi, hak, wewenang dan tanggung 

jawab di unit kerja. 

Kedua isu terpilih di atas selanjutnya akan dianalisis dengan 

metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) untuk melakukan 

penetapan isu strategis. Urgency artinya seberapa mendesaknya suatu 

isu untuk segera dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness 

artinya seberapa serius suatu isu harus segera dibahas dikaitkan dengan 

akibat yang ditimbulkan. Growth adalah seberapa besar kemungkinan 

memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Hasil analisis untuk 

kedua isu menggunakan USG sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Penetapan Prioritas Isu Metode USG 

No Isu Urgency Seriousness Growth Total Peringkat 

1 Pending klaim JKN 

yang meningkat 

5 5 4 14 2 

2 Pengelolaan 
piutang yang 
belum optimal 
ditandai dengan 
temuan pemeriksa 
atas piutang macet 

5 5 5 15 1 
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Dari hasil analisis menggunakan metode USG, diperoleh satu 

prioritas isu yang akan diselesaikan, yaitu pengelolaan piutang yang belum 

optimal ditandai dengan temuan pemeriksa atas piutang macet. Jika isu 

tersebut tidak segera diselesaikan, maka dikhawatirkan berdampak 

cashflow keuangan Rumah Sakit Kariadi dan juga menurunkan kepuasan 

pasien dan atau keluarga karena terkait proses penagihan piutang rumah 

sakit. Selain itu, apabila isu ini tidak diselesaikan maka penjaminan pasien 

terlantar akan menjadi tidak jelas dan berpotensi menjadi piutang macet. 

 

B. Analisis Masalah 

Berdasarkan hasil temuan pemeriksa atas laporan keuangan Rumah 

Sakit Kariadi tahun 2022 diketahui bahwa terdapat 2.954 kasus piutang yang 

belum terselesaikan dengan nominal piutang sebesar Rp. 4.907.711.851. 

Salah satu tugas unit kerja ada melakukan pengelolaan piutang agar piutang 

tidak menjadi kriteria macet. Permasalahan ini merupakan kendala yang 

terjadi di bagian piutang non JKN unit kerja.  Berdasarkan hal tersebut 

dirumuskan masalah yaitu belum optimalnya pengelolaan piutang di unit kerja 

oleh petugas piutang di RS Kariadi tahun 2024.  

Pemetaan masalah dilakukan dengan analisis input, proses dan output 

sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Analisis Input, Proses dan Output 

Input Proses Output 

Sumber daya 

Man: SDM piutang bekerja 

belum maksimal, petugas 

timker lain belum memahami 

peran dalam pengelolaan 

piutang 

 

Money: biaya kunjungan 

lapangan tidak sebanding 

dengan nominal piutang  

 

Material: dokumen piutang 

tidak ditemukan, berkas klaim 

belum seragam, berkas klaim 

manual 

 

Methode: Belum ada SOP 

piutang (*), belum ada tim 

efektif piutang (*), proses 

Perencanaan  

Alur Perencanaan: 

alur perencanaan 

belum baik 

 

Isi Perencanaan: 

Belum ada 

perencanaan yang 

baik 

 

Proses Kegiatan: 

Belum ada pedoman 

internal yang jelas 

 

Monitoring dan 

Evaluasi: belum ada 

monitoring dan 

evalusi yang 

terstandar 

Hasil 

Hasil kegiatan kurang 

efektif dan efisien 

 

Hambatan dan 

Penanggulangan 

Belum ada pedoman 

penanggulangan 

apabila terjadi 

hambatan (*) 

 

Rencana Tindak 

Lanjut 

Pembuatan pedoman 

secara internal (*) 
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pengelolaan piutang lama dan 

bertahap, proses verifikasi 

klaim masih manual, proses 

verifikasi klaim masih manual, 

proses pengajuan review 

pengelolaan piutang manual 

 

Machine: Belum ada 

kebijakan internal dalam 

bentuk SOP (*) 

 

Dukungan 

Stake holder: DirKeu dan 

BMN, Manajer Timker PPA, 

SPI RS, Itjen Kemenkes,  

 

Situasi Kondisi: Kondisi 

ekonomi pasien/penanggung 

hutang beragam 

Pelaksanaan  

Belum ada aturan 

secara internal 

tentang persiapan, 

pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi 

dan tindakan korektif 

(*) 

 

Setelah menemukan masalah utama dalam bentuk isu yang terpilih, 

proses selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang 

berpengaruh terjadinya masalah (akar penyebab masalah). Metode yang 

digunakan adalah fishbone analysis dilihat dari sisi man, material, machine, 

mother nature, method dan measurement seperti terlihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 3. 2 Fishone  

 

 

 

 

Petugas piutang 
belum maksimal 

Belum semua bagian 
mendukung proses 

klaim 

Belum ada tim piutang 

Pengelolaan piutang butuh 
waktu dan tahapan 

Regulasi 
nasional terpisah 

Berkas klaim 
belum seragam  

 

Proses verifikasi 
klaim beragam 

Belum 

optimalnya 

pengelolaan 

piutang 

Mother Nature Method 

Man Material Machine 

Measurement 

 

Belum ada  
SOP piutang 

Belum ada SOP piutang  

Berkas klaim  
manual 

Belum semua bagian 
memahami peran 

dalam piutang 
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Dokumen piutang 
tidak ditemukan 

Perubahan 
sistem billing 

Pengelolaan 
piutang manual 

Belum ada 
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Belum ada 
SOP piutang  

Catatan hasil reviu 
beragam 
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Belum ada tim piutang 
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tools monev  
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Belum ada 
SOP piutang  

Belum ada tim 
piutang 

Permintaan 
debitur beragam 

Belum ada tim 
piutang 

Petugas timker lain 
belum paham peran  
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bagian tidak efektif  
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piutang lama 
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belum discan 

Belum ada aplikasi 
klaim terintegrasi 
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petugas monev  
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Gambar 3.2 

Fishbone Analysis 

Belum ada  
SOP piutang 

Belum ada aplikasi 
klaim terintegrasi 

Belum ada 
SOP piutang  
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C. Alternatif Pemecahan Masalah 

Dalam upaya untuk memperbaiki akar penyebab masalah yang 

menyebabkan belum optimalnya pengelolaan piutang di RS Kariadi, maka 

diperlukan intervensi berupa solusi yang tepat sesuai faktor-faktor 

penyebab masalah, yaitu: 

Tabel 3. 4 Alternatif Pemecahan Masalah 

No Akar Penyebab Masalah Alternatif Solusi 

1 Belum ada SOP piutang Pembuatan SOP piutang 

2 Belum ada tim piutang Pembuatan tim piutang lintas tim 
kerja 

3 Belum ada aplikasi klaim terintegrasi Digitalisasi klaim dengan pembuatan 
satu aplikasi klaim untuk semua 
debitur 

4 Belum ada aplikasi piutang Digitalisasi proses pengelolaan klaim 
dengan pembuatan aplikasi piutang 

5 Pengelolaan piutang butuh waktu dan 
tahapan lama 

Penyusunan perencanaan dalam 
pengelolaan  

6 Persepsi yang berbeda dari reviewer Penyamaan persepsi dengan 
reviewer mulai dari SPI RS dan Itjen 
Kemenkes  

 
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan piutang di RS Kariadi, 

diperlukan solusi yang paling menguntungkan dari segi efektifitas dan 

biaya dengan menggunakan metode Tapisan Mc Namara 

Tabel 3. 5 Tapisan Alternatif Solusi Pemecahan Masalah 

No Solusi  Kontribusi Biaya Layak Total Peringkat 

1 Pembuatan SOP piutang 5 4 5 14 1 

2 Pembuatan tim piutang  5 4 4 13 2 

3 Pembuatan satu aplikasi 

klaim untuk semua 

debitur 

2 1 2 5 6 

4  Pembuatan aplikasi 

piutang 

5 1 3 9 5 

5 Penyusunan 

perencanaan dalam 

pengelolaan 

4 3 3 10 4 

6 Penyamaan persepsi 

dengan reviewer  

4 4 3 11 3 

 
Berdasarkan analisis tapisan Mc Namara, diperoleh solusi prioritas dari 

pemecahan masalah dalam pengelolaan piutang di RS Kariadi berupa 

pembuatan SOP piutang yang diiberikan nilai 14 dengan rincian nilai 5 untuk 

Kontribusi (karena solusi ini diharapkan mampu mengoptimalkan proses 

pengelolaan piutang di RS), nilai 4 untuk Biaya (Biaya yang ditimbulkan adalah 
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hanya terkait biaya koordinasi) dan nilai 5 untuk Kelayakan (karena solusi ini 

yang masuk akal (logis), pantas, realistis dan sesuai dengan tugas, fungsi, hak, 

wewenang dan tanggung jawab unit kerja). 
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BAB IV  

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH 

 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan proses penetapan solusi 

masalah terkait belum optimalnya pengelolaan piutang di RS Kariadi, dibutuhkan 

terobosan inovasi dalam rangka optimalisasi kegiatan tersebut untuk 

memperbaiki kondisi saat ini menjadi kondisi yang diharapkan. Terobosan inovasi 

yang dimaksud adalah pembuatan SOP Piutang. 

 

 

Gambar 4. 1 Manfaat Terobosan Inovasi 

Kondisi yang diharapkan

1. Petugas piutang memiliki pedoman internal dalam pengelolaan piutang

2. Pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang berperan optimal

3. Tindak lanjut temuan pemeriksa atas piutang macet selesai

4. Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar ada 
regulasi yang jelas sehingga tidak terjadi piutang macet

5. Komplain pasien atau penanggung piutang semakin berkurang

Pembuatan SOP piutang

Kondisi Saat Ini

1. Petugas piutang belum memiliki pedoman internal dalam pengelolaan
piutang

2. Peran pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang belum optimal

3. Tindak lanjut temuan pemeriksa atas piutang macet belum selesai

4. Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar belum ada
regulasi yang jelas sehingga berpotensi menjadi piutang macet

5. Komplain pasien atau penanggung piutang masih terjadi



19 
 

 

A. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan 

Manajemen mutu dijadikan bahan adopsi dan adaptasi berdasarkan 

hasil analisis masalah dan solusi serta identifikasi Key Success Factor (KSF) 

di Dinas Koperasi dan UKM DIY. Adanya SOP dapat mencegah kecurangan 

dari pihak UKM yang berusaha mengirimkan produk bukan sesuai dengan 

produk yang seharusnya dijual. Kondisi yang terjadi saat ini dan kondisi yang 

diharapkan berdasarkan adopsi dan adaptasi studi lapangan di Dinas 

Koperasi dan UKM DIY adalah sebagai berikut: Kondisi saat ini di unit kerja 

RS Kariadi adalah tidak ada SOP terkait piutang dan tidak adanya tim efektif 

pengelolaan piutang. Kondisi yang diharapkan berdasarkan adaptasi dan 

adopsi Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah ada SOP terkait piutang untuk 

menjamin mutu pelayanan dan ada tim efektif pengelolaan piutang. 

Bersadarkan arahan Presiden tentang reformasi birokrasi, salah 

satunya adalah digitaliasi administasi pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan 

terobosan inovasi yang akan dilakukan yaitu pembuatan SOP yang akan 

dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi pengelolaan piutang. 

1. Pembuatan SOP Terkait Piutang 

Pada saat ini pengelolaan piutang di unit kerja masih berdasarkan 

regulasi nasional yaitu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

163/PMK.06/2020 Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian 

Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana 

oleh Panitia Urusan Piutang Negara serta KEPMENKES Nomor 

HK.01.07/Menkes/6447/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Piutang Negara Pada Kementerian Kesehatan Yang Tidak Dapat 

Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara 

Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal. Kedua 

regulasi tersebut belum diturunkan sebagai pedoman internal dalam 

bentuk SOP. Hal ini menyebabkan petugas piutang tidak memiliki pedoman 

teknis terkait pengelolaan piutang. Dampak dari kondisi ini adalah 

pengelolaan piutang belum optimal dan tindak lanjut temuan pemeriksan 

atas piutang macet belum selesai dilaksanakan. 

Manfaat yang diharapkan dari adanya SOP piutang yang merupakan 

hasil adopsi dan adaptasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY adalah 
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petugas piutang memiliki pedoman yang jelas dalam pengelolaan piutang, 

dan tindak lanjut temuan pemeriksan atas piutang macet selesai 

dilaksanakan, serta mengurangi komplain pasien atau penanggung 

piutang. Selain itu peran dari bagian lain di luar unit kerja tetapi terkait 

proses pengelolaan piutang menjadi lebih jelas dengan adanya SOP 

piutang. 

2. Pembentukan Tim Efektif Piutang 

Pembentukan tim efektif piutang merupakan hasil adaptasi dan 

adopsi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Berdasarkan hasil adopsi dan 

adaptasi di Dinas Koperasi dan UKM DIY diketahui bahwa kierja sama tim 

sangat penting dalam organisasi karena dapat membantu organisasi 

mencapai kesuksesan dengan lebih efisien dan efektif. Pada saat ini belum 

ada tim efektif piutang di unit kerja. Dampak dari belum adanya tim efektif 

piutang adalah petugas dari bagian lain yang kegiatan memiliki keterkaitan 

dengan piutang belum maksimal dalam melakukan perannya dalam proses 

pengelolaan piutang. Hal ini berdampak pada pengelolaan piutang yang 

tidak optimal. Pembentukan tim efektif piutang diharapkan mampu 

meningkatkan peran petugas dari bagian lain yang masih terkait 

pengelolaan piutang.  

Pembentukan tim efektif piutang diharapkan dilanjutkan dengan 

koordinasi yang baik antar petugas dalam tim efektif piutang. Komunikasi 

yang efektif melalui pembentukan kelompok komunikasi dapat dilakukan 

untuk menunjang keberlanjutan pembentukan tim efektif. Koordinasi yang 

baik dapat mendukung pelaksanaan SOP Piutang yang akan dibentuk.  

 

B. Terobosan Inovasi 

Hasil analisis permasalahan dan perumusan solusi menunjukkan 

strategi pemecahan masalah prioritas berupa pembuatan SOP piutang yang 

dapat mengoptimalkan proses pengelolaan piutang. Pembuatan SOP piutang 

telah memenuhi unsur yang ada dalam pengembangan solusi yaitu:  

1. Memberi nilai tambah bagi Rumah Sakit Kariadi dan stakeholder 

2. Memiliki unsur kebaruan karena SOP piutang ini belum ada standar 

secara nasional dan dapat menjadi pilot project di seluruh Rumah Sakit 

Vertikal di Indonesia berdasarkan arahan Biro Keuangan dan BMN 

Kementerian Kesehatan 



21 
 

 

3. Bisa direplikasi di seluruh Rumah Sakit Vertikal di Indonesia 

4. Dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pengelolaan piutang 

5. Sesuai dengan nilai-nilai organisasi yaitu meningkatkan efisiensi dan 

pofesionalisme Rumah Sakit Kariadi. 

 

C. Tahapan Kegiatan (Milestone) 

Rencana tahapan kegiatan aksi perubahan optimalisasi pengelolaan piutang 

di Rumah Sakit Kariadi dengan pembuatan SOP Piutang terdiri dari tahap 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adapun rinciannya  

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 1 Milestone / Tahapan Kegiatan 

Langkah Waktu Penanggung Jawab Output Tempat Biaya 

A. Jangka Pendek      

Konsultasi dengan Ketua Tim Kerja 

Perbendaharaan dan Pelaksanaan 

Anggaran (PPA) 

Minggu ke-1 

September 2024 

Ketua Tim Kerja PPA Arahan terkait penyusuan SOP 

Piutang 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Membentuk tim efektif penyusuan 

SOP piutang 

Minggu ke-2 

September 2024 

Ketua Tim Kerja PPA Draft Susunan dan Tugas serta 

Fungsi Tim Efektif 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Koordinasi dengan petugas piutang 

dan Biro Keuangan dan BMN 

Kemenkes 

Minggu ke-3 

September 2024 

Project Leader 1. Notulensi hasil koordinasi 

2. Dokumentasi hasil koordinasi 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Menyusun draft SOP piutang Minggu ke-4 

September 2024- 

Minggu Ke-1 

Oktober 2024 

Project Leader Draft SOP Piutang RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Rapat pembahasan draft SOP 

Piutang dengan tim kerja dan atau 

instalasi terkait  

Minggu ke-2 

Oktober 2024 

Project Leader 1. Undangan rapat 

2. Notulensi rapat 

3. Dokumentasi rapat 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Revisi dan pengusulan SOP 

Piutang ke Direktur Utama 

Minggu ke-3 

Oktober 2024 

Project Leader SOP Piutang yang sudah 

ditanda tangani Direktur Utama 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Sosialisasi SOP piutang Minggu ke-4 

Oktober 2024 

Project Leader Daftar hadir dan dokumentasi 

sosialisasi SOP Piutang 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

B. Jangka Menengah      

Monitoring dan Evaluasi SOP November 2024-

Februari 2025 

Project Leader Hasil monitoring dan evaluasi 

SOP piutang 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Pembentukan Tim Pengembang 

Aplikasi Piutang  

Maret 2025 Project Leader SK Tim Pengembang Aplikasi 

Piutang 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 
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Identifikasi Kebutuhan Aplikasi April 2025 Project Leader Daftar Fitur dan kebutuhan 

pengguna aplikasi putang 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

Penyusunan Spesifikasi Aplikasi Mei 2025 Project Leader Dokumen spesifikasi teknis 

aplikasi piutang lengkap 

RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 

C. Jangka Panjang      

Pembuatan aplikasi piutang Juni-Desember 

2025 

Project Leader Aplikasi piutang siap digunakan RS Kariadi Dana BLU 

RS Kariadi 
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Adapun output dan outcome yang dihasilkan dari tahapan kegiatan ini antara 

lain:  

a. Output 

i. SK tim efektif 

ii. SOP Piutang 

b. Outcome 

i. Tersedianya regulasi internal dalam pengelolaan piutang 

ii. Terlaksananya partisipasi bagian lain dalam pengelolaan piutang melalui 

tim efektif piutang 

iii. Terselesaikannya tindak lanjut temuan pemeriksa terhadap piutang macet 

 

D. Peta dan Pemanfaatan Sumber Daya 

1. Pemetaan Sumber Daya 

Optimalisasi pengelolaan piutang di RS Kariadi dengan 

pembuatan SOP piutang dan tim efektif memerlukan pemanfaatan segala 

potensi sumber daya yang dimiliki oleh RS Kariadi secara efektif dan 

efisien sehingga pembuatan dan penggunaannya dapat berjalan dengan 

baik serta tujuannya tercapai secara optimal.  Pemetaan sumber daya 

menggunakan lima aspek manajemen yaitu Man (SDM), Money 

(Anggaran), Material (Bahan Baku Pekerjaan), Machine (Sarana 

Prasarana), dan Methods (Metode Pengelolaan Bahan Baku). Pemetaan 

sumber daya pada aksi perubahan ini dijelaskan secara rinci pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4. 2 Pemetaan Sumber Daya 

Man Money Material Machine Methode 

1. Pranata 

Keuangan 

APBN 

2. Pengendali 

Piutang 

3. Social 

Worker 

4. Petugas 

Akuntansi 

Anggaran 

koordinasi 

1. Regulasi 

nasional 

terkait 

piutang 

2. Perjanjian 

Kinerja 

Pegawai 

 

1. Komputer 

(PC/laptop) 

2. Koneksi 

Internet 

 

Peraturan 

Menteri 

Keuangan 

Republik 

Indonesia 

Nomor 150 

/PMK.06/2022 

Rencana anggaran biaya kegiatan ini dibebankan ke anggaran 

BLU RS Kariadi berupa kegiatan rapat persiapan penyusunan SOP 

Piutang dan tim kerja efektif piutang serta rapat pembahasan monitoring 

dan evaluasi implementasi SOP piutang. 
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2. Susunan Tim Efektif 

Susunan tim efektif pada rencana aksi perubahan dapat dilihat pada table 

di bawah ini:  

Tabel 4. 3. Susunan Tim Efektif 

No Jabatan Uraian Tugas 

1 Direktur Keuangan dan BMN Memberi arahan dan  

masukan terkait konsep 

pelaksanaan aksi perubahan dan 

pengelolaan tim efektif 

2 Ketua Tim Kerja Perbendaharaan 

dan Pelaksanaan Anggaran 

Memberi arahan dan  

masukan terkait konsep 

pelaksanaan aksi perubahan dan 

pengelolaan tim efektif 

3 Asisten Manajer Pelaksanaan 

Anggaran 

Mengkoordinasikan perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi pencapaian 

target kegiatan dan implementasi 

dari aksi perubahan 

4 Petugas Piutang Menyusun draft SOP piutang 

(terkait piutang macet) 

5 Pengendali piutang Menyusun draft SOP piutang 

(terkait proses pasien di 

pelayanan) 

6 Petugas akuntansi Menyusun draft SOP piutang 

(terkait pencatatan dan pelaporan 

piutang) 

7 Social worker Menyusun draft SOP piutang 

(terkait berkas piutang pasien 

terlantar) 

 

3. Pemetaan Stakeholder 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengaruh (influence) dan 

tingkat ketertarikan (interest) dari masing-masing stakeholders maka 

dilakukan analisis stakeholders. Hasil pemetaan stakeholder yang 

dilakukan menunjukkan dua tipe stakeholder yang berperan sangat 

penting terhadap keberhasilan program yaitu tipe Promoter dan Laten. 

Kedua stakeholders ini harus dapat diajak untuk berkerjasama secara aktif 

melalui pendekatan manajerial dan strategi komunikasi yang baik dan 

efektif. Komposisi stakeholders pada aksi perubahan ini dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini: 
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influence 

interest 

 

Gambar 4. 2 Pemetaan Stakeholders 

 

E. Strategi Promosi dan Komunikasi Kepada Stakeholder 

Hasil pemetaan stakeholder harus ditentukan strategi komunikasi yang 

tepat agar setiap kuadran dapat mendukung aksi perubahan. Strategi 

komunikasi dengan stakeholders merupakan upaya penyampaian pesan 

kepada stakeholders tentang suatu proses yang sedang berjalan dan 

tujuannya. Strategi komunikasi merupakan cara komunikasi yang digunakan 

dalam suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu kunci 

keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan adalah komunikasi dengan 

stakeholders. Tujuan komunikasi stakeholders adalah memperoleh dukungan 

dan kontribusi terhadap aksi perubahan. Strategi komunikasi terkait aksi 

perubahan ini terlihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 

LATENS

Social Worker

Itjen Kemenkes

SPI Rumah Sakit

PROMOTERS

Direktur Keuangan dan 
BMN

Ketua Tim Kerja 
Perbendaharaan dan 

Pelaksanaan Anggaran

APATHETICS

Pasien/Penanggung 
piutang

Perusahaan/Asuransi 
Kesehatan

DEFENDERS

Biro Keuangan dan BMN 
Kemenkes 

Tim Kerja Akuntansi dan 
BMN
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Tabel 4. 4 Strategi Promosi dan Komunikasi Stakeholder 

No Kuadran Stakeholder Strategi 

1 Promoters (Pengaruh 

tinggi, Kepentingan 

Tinggi 

 

1. Direktur Keuangan dan 

BMN 

2. Ketua Tim Kerja 

Perbendaharaan dan 

Pelaksaaan Anggaran 

1. Komunikasi dan 

advokasi 

2. Koordinasi rutin 

2 Latens (Pengaruh 

tinggi, Kepentingan 

rendah) 

 

1. Social Worker 

2. Itjen Kemenkes 

3. SPI Rumah Sakit 

 

1. Komunikasi dan 

advokasi 

2. Koordinasi rutin 

3. Konfirmasi hasil 

reviu 

3 Defenders (Pengaruh 

rendah, Kepentingan 

tinggi) 

 

1. Biro Keuangan dan 

BMN Kemenkes  

2. Tim Kerja Akuntansi 

dan BMN 

1. Penyampaian 

informasi yang 

dibutuhkan 

2. Koordinasi rutin 

4 Apathetics (Pengaruh 

rendah, Kepentingan 

rendah) 

 

1. Pasien/Penanggung 

piutang 

2. Perusahaan/Asuransi 

Kesehatan 

Komunikasi dan 

Sosialisasi  

 

F. Pemanfaatan Teknologi Digital 

Pemanfaatan teknologi digital di RS Kariadi Semarang yang digunakan 

mendukung terlaksananya aksi perubahan antara lain: 

Tabel 4. 5 Pemanfaatan Teknologi Digital 

No Teknologi Digital Fungsi 

1 PC / Laptop Sarana untuk membuat SOP piutang  

2 Aplikasi Microsoft Excell Sarana untuk membuat SOP piutang 

3 Aplikasi Srikandi Sarana untuk proses surat menyurat dalam 

rangka koordinasi 

 

G. Manajemen Pengendalian Mutu 

Manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu 

dari suatu pelayanan publik. Mutu setiap proses/kegiatan dalam aksi 

perubahan ini harus dijaga atau dikendalikan demi tercapainya kepuasan dari 

semua pihak yang terlibat dalam suatu proses/kegiatan. Pengendalian mutu 

dalam aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4. 6 Manajemen Mutu 

Langkah Sasaran Penanggung Jawab Output Metode Pengendalian 

D. Jangka Pendek     

Konsultasi dengan Ketua Tim Kerja 

Perbendaharaan dan Pelaksanaan 

Anggaran (PPA) 

Mentor mendukung 

aksi perubahan 

Project Leader  Laporan konsultasi berisi rahan 

terkait penyusuan SOP Piutang 

Dokumentasi 

Diskusi dengan pimpinan 

Daftar pertanyaan 

Membentuk tim efektif penyusuan 

SOP piutang 

Terbentuknya tim 
efektif yang 
terkoordinir 
 

Project Leader Draft Susunan dan Tugas serta 

Fungsi Tim Efektif 

Diskusi dengan pimpinan 

Evaluasi pelaksanaan 

Koordinasi dengan petugas piutang 

dan Biro Keuangan dan BMN 

Kemenkes 

Dihasilkannya 

kesepakatan isi SOP 

piutang 

Project Leader 1. Notulensi hasil koordinasi 

2. Dokumentasi hasil koordinasi 

Diskusi 

Daftar pertanyaan 

Menyusun draft SOP piutang Dihasilkannya draft 

SOP piutang 

Project Leader Draft SOP Piutang Mengawasi tahapan, dan 
monitoring 
 

Rapat pembahasan draft SOP 

Piutang dengan tim kerja dan atau 

instalasi terkait  

Dihasilkannya 

perbaikan draft SOP 

piutang 

Project Leader 1. Undangan rapat 

2. Notulensi rapat 

3. Dokumentasi rapat 

Diskusi  
Daftar pembahasan 
 

Revisi dan pengusulan SOP 

Piutang ke Direktur Utama 

Dihasilkannya SOP 

Piutang   ditanda 

tangani Direktur 

Utama 

Project Leader SOP Piutang yang sudah ditanda 

tangani Direktur Utama 

Mengawasi tahapan, dan 
monitoring 
 

Sosialisasi SOP piutang Terinfonya bagian 

terkait tentang SOP 

piutang 

Project Leader Undangan dan dokumentasi 

sosialisasi SOP Piutang 

Menyusun materi sosialisasi 
SOP piutang 

E. Jangka Menengah     

Monitoring dan Evaluasi SOP 

piutang 

Dihasilkannya 

monitoring dan 

Project Leader Notulensi hasil monitoring dan 

evaluasi SOP Piutang 

Rekap daftar hasil monitoring 
dan evaluasi 
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evaluasi SOP 

piutang 

Pembentukan Tim Pengembang 

Aplikasi Piutang  

Terbentuknya tim 

pengembang aplikasi 

piutang 

Project Leader SK Tim Pengembang Aplikasi 

Piutang 

Diskusi dengan pimpinan 

Evaluasi pelaksanaan 

Identifikasi Kebutuhan Aplikasi 

Piutang 

Tersedianya data 

kebutuhan aplikasi 

piutang 

Project Leader Daftar Fitur dan kebutuhan 

pengguna 

Diskusi dengan pimpinan dan 

pengguna aplikasi 

Penyusunan Spesifikasi Aplikasi Tersedianya 

spesifikasi aplikasi 

piutang 

Project Leader Dokumen spesifikasi teknis 

lengkap 

Diskusi dengan pimpinan dan 

pengguna aplikasi 

F. Jangka Panjang     

Pembuatan aplikasi piutang Terbangunnya 

aplikasi piutang 

Project Leader Aplikasi piutang Mengawasi 
dan monitoring 
secara berkala 
 

 

H. Bisnis Model Canvas 

Keberhasilan aksi perubahan perlu didukung suatu kerangka kerja yang dapat dipahami dengan mundah. Oleh karena itu, Business 

Model Canvas digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu 

menghasilkan kinerja yang lebih optimal. 
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Gambar 4. 3 Business Model Canvas
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I. Rencana Anggaran Biaya 

Rencana anggaran biaya kegiatan ini dibebankan ke anggaran BLU RS 

Kariadi berupa kegiatan rapat persiapan penyusunan SOP Piutang dan tim 

kerja efektif piutang serta rapat pembahasan monitoring dan evaluasi 

implementasi SOP piutang. 

Tabel 4. 7 Rencana Anggaran Biaya 

No Nama Kegiatan Volume Harga Satuan Jumlah 

1 Rapat persiapan penyusunan SOP 

Piutang: 

- Snack (10 orang x 2 kali) 

 

 

20  

 

 

20.000 

 

 

400.000 

2 Rapat hasil monitoring dan evaluasi: 

- Snack (10 orang x 2 kali) 

 

20  

 

20.000 

 

400.000 

 

J. Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Peningkatan kompetensi dari tim efektif yang terlibat pada aksi 

perubahan perlu dilakukan agar segala upaya yang akan dilakukan dapat 

dilaksanakan secara optimal. Selain itu perlu juga pengembangan kompetensi 

stakeholder untuk mendukung aksi perubahan ini. Rencana strategi 

pengembangan kompetensi yang akan dilakukan agar masing-masing 

anggota tim dapat berkontribusi dalam aksi perubahan dapat dilihat pada table 

di bawah ini: 
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Tabel 4. 8 Pengembangan Kompetensi Anggota Tim dan Stakeholder 

No Anggota Tim Perubahan 

Kompetensi 

Cara Pengambangan Kompetensi 

1 Direktur Keuangan dan BMN Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

2 Ketua Tim Kerja Perbendaharaan dan 

Pelaksanaan Anggaran 

Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

3 Biro Keuangan dan BMN Kemenkes Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

4 Tim Kerja Akuntansi dan BMN Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

5 Inspektorat Jenderal Kementerian 

Kesehatan  

Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

6 SPI Rumah Sakit Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

7 Asisten Manajer Pelaksanaan 

Anggaran 

Komunikasi Efektif Pelatihan komunikasi publik 

 

8 Petugas Piutang Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

9 Pengendali Piutang Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

10 Petugas Akuntansi Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

11 Social Worker Pengelolaan Piutang Sosialisasi dan penguatan Pengelolaan Piutang Negara 

12 Pasien/Penanggung piutang Pembayaran Piutang Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Piutang 

13 Perusahaan/Asuransi Kesehatan Pembayaran Piutang Sosialisasi Mekanisme Pembayaran Piutang 
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K. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi 

Pengembangan Potensi Diri 

1. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan 

Tabel 4. 9 Nilai Akhir Sikap Perilaku 

 
 

Berdasarkan hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan oleh 

peserta dan mentor, pada penilaian awal diperoleh nilai rata-rata sub 

komponen sebesar 7,51 yang masuk pada kualifikasi baik. Diharapkan 

dengan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, peserta dapat 

meningkatkan kompetensi kepemimpinan pengawas terkait integritas, 

kerjasama dan mengelola perubahan. 

2. Rencana strategi pengembangan potensi diri yang akan dilakukan oleh 

peserta dalam aksi perubahan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

                   Tabel 4. 10 Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Peserta 

No Sub Komponen Rencana Strategi Pengembangan Potensi 

1 Integritas Belajar mandiri dengan membaca buku dan 

referensi tentang integritas 
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2 Kerjasama Mengikuti pelatihan Komunikasi Efektif 

melalui pelatihan Public Speaking 

Belajar mandiri dengan media youtube 

tentang kerjasama tim 

3 Mengelola Perubahan Belajar mandiri atau mengikuti pelatihan atau 

atau pelatihan formal maupun informal 

tentang pelayanan prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

BAB V 

PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan 

1. Membangun Integritas 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 Tentang 

Pembangunan Integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara, integritas adalah 

konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika 

organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, 

bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong 

terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau 

keputusan beserta risiko yang menyertainya. Secara umum, integritas 

pada level individu dipahami sebagai sebuah konsep yang menjelaskan 

kapabilitas dan kesanggupan individu untuk mengendalikan kualitas 

pribadi dalam berperilaku dan bertindak. Sedangkan integritas dalam 

konteks organisasi merupakan kesatuan integritas individu ditambah 

dengan nilai organisasi yang wajib diadopsi oleh setiap individu dalam 

organisasi dan diimplementasikan melalui berbagai sistem. Strategi 

pembangunan integritas pegawai pada instansi pemerintah pada dasarnya 

terdiri atas kepemimpinan birokrasi dan agen perubahan sinergitas dengan 

sistem kelembagaan penguatan kapasitas (kemampuan dan 

kesanggupan) pegawai. 

Kepemimpinan mempunyai pengertian bagaimana mempengaruhi 

orang lain untuk alasan yang bermanfaat. Kepemimpinan juga mempunyai 

arti melibatkan kelompok atau organisasi mencapai tujuannya. 

Menggabungkan dua karakteristik kunci ini, kita dapat mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai kemampuan individu untuk melakukan pengaruh 

dan kontrol atas anggota lain untuk membantu kelompok atau organisasi 

mencapai tujuannya. Tugas pemimpin adalah menciptakan pada apa yang 

disebutnya sebagai resonansi (resonance) yaitu suasana positif yang 

mampu membuat seluruh sumber daya manusia dalam organisasi terus 

mengikatkan diri (committed). Dalam perspektif pelayanan publik, 

kepemimpinan harus mampu membawa organisasi publik memberikan 
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pelayanan prima. Karena pada hakekatnya dibentuknya organisasi publik 

adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemimpin juga 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan organisasi dalam 

menghadapi tantangan yang muncul dan dituntut menyumbangkan yang 

terbaik bagi organisasi. 

Proses kepemimpinan terkait pembangunan integritas dalam 

melakukan aksi perubahan optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah 

Sakit Kariadi, terlihat melalui penyajian data yang valid sesuai yang telah 

dilakukan pada setiap tahapan kegiatan. Proses kepemimpinan ini akan 

membuat suatu inovasi yang mampu memperbaiki kinerja dan tatakelola 

organisasi maka perlu dilakukan serangkaian proses tahapan kegiatan. 

Pemimpin melakukan setiap tahapan kegiatan, dituntut untuk menciptakan 

langkah-langkah strategis berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok dengan harapan apa yang 

akan dikerjakan bersama tim dapat membawa perubahan ke arah yang 

lebih baik. Proses membangun integritas dalam penerapan prinsip-prinsip 

kepemimpinan pada saat melaksanakan aksi perubahan ini terlihat pada 

hal sebagai berikut:  

a. Aksi perubahan dilakukan dalam upaya perbaikan kinerja, dimana 

sebelumnya tidak ada tim yang dapat melakukan koordinasi dengan 

baik dan tidak ada panduan secara internal tentang pengelolaan pituang 

di Rumah Sakit Kariadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah aksi 

perubahan dalam rangka memperbaiki kondisi yang belum ideal 

tersebut. Aksi perubahan ini menghasilkan tim efektif pengelolaan 

piutang dan SOP piutang yang diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja dalam pengelolaan piutang di Rumah Sakit Kariadi. 

b. Aksi perubahan harus dilaksanakan sampai selesai berdasarkan 

tahapan yang sudah ada. Hal ini dibutuhkan untuk menilai manfaat yang 

diperoleh dengan adanya output dari kegiatan aksi perubahan ini. 

Efektivitas aksi perubahan yaitu adanya tim efektif pengelolaan piutang 

dan SOP piutang dalam optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah 

Sakit Kariadi tidak dapat dinilai apabila semua proses tahanpan kegiatan 

beserta output kegiatan belum ada.  

c. Tim efektif merupakan dasar dalam proses aksi perubahan ini dapat 

berjalan dengan baik. Tim efektif pengelolaan piutang dibentuk sesuai 
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dengan peran masing-masing dalam rangka optimalisasi pengelolaan 

piutang di Rumah Sakit Kariadi. Tim efektif pengelolaan piutang adalah 

kelompok dimana anggotanya bekerja secara intensif untuk 

mengoptimalkan proses pengelolaan piutang di Rumah Sakit Kariadi 

dengan menggunakan sinergitas positif, rasa tanggung jawab individu 

dan kelompok serta peran dan keahlian yang saling melengkapi. 

Kepemimpinan yang baik serta didukung kedisiplinan dalam 

menjalankan peran masing-masing, maka keberhasilan dalam 

menjalankan aksi perubahan dapat dicapai dengan baik.  

d. Integritas dalam pelaksanaan aksi perubahan ini juga dapat dilihat dari 

penyajian bukti kegiatan yang valid dan sesuai dengan pelaksanaan 

setiap tahapan kegiatan. 

Aski perubahan dapat berjalan sesuai tahapan kegiatan dan target 

yang telah ditetapkan yaitu terbentuknya tim efektif piutang dan SOP 

pengelolaan piutang dapat terwujud karena adanya proses membangun 

integritas berdasarkan prinsip kepemimpinan. Hal ini juga tidak lepas dari 

bantukan dan dukungan mentor serta bimbingan dari coach pada setiap 

tahapan kegiatan. Setiap tahapan aksi perubahan dikonsultasikan kepada 

mentor untuk mendapatkan arahan, bimbingan, dan juga persetujuan 

terkait aksi perubahan serta penyelesaian apabila terjadi hambatan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan. Coach memberikan masukan dan bantuan 

dari proses perancangan aksi perubahan sampai pelaporan aksi 

perubahan serta memberikan arahan untuk dapat menyelesaikan sesuai 

tahapan kegiatan yang sudah direncanakan. 

 
2. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan Teknologi Informasi) 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2009 Tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 

dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Transformasi digital 

menjadi sebuah adaptasi yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh 

pemerintah, tidak terkecuali dalam sektor pelayanan publik. Langkah 

transformasi digital pada pelayanan publik ini pada prinsipnya dilakukan 

untuk menghadirkan pelayanan yang mampu beradaptasi sesuai dengan 
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harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu menyadari 

bahwa pelayanan publik saat ini tidak lagi berangkat dari perspektif 

birokrasi semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan 

masyarakat. Hal ini sesuai dengan paradigma New Public Service yang 

mengutamakan kepentingan publik, bertindak secara demokratis dan lebih 

bersikap melayani daripada mengarahkan. Praktek-praktek pelayanan 

pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku, sudah pasti harus 

digantikan dengan pelayanan yang bersifat fleksibel dan berorientasi pada 

kepuasan masyarakat. 

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Pelayanan Publik, maka 

pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau serta berkualitas menjadi 

kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. 

Untuk mewujudkan ini, diperlukan transformasi pelayanan publik ke arah 

digital untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan. Digitalisasi 

pelayanan publik menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dengan adanya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan 

perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi akan mendukung 

lahirnya model-model pelayanan publik yang berbasis elektronik. Hal ini 

sejalan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara 

menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan 

dan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. 

Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pengelolaan budaya 

pelayanan (pemanfaatan teknologi informasi) akan mengalami berbagai 

tantangan. Melihat struktur kekuasaan dan manajemen di dalam lembaga 

pemerintahan, maka jelas terlihat bahwa unsur adanya pimpinan yang 

mampu menjadi inisiator utama di dalam mensosialisasikan dan memacu 

terimplementasikannya konsep e-service adalah merupakan salah satu 

kunci keberhasilan yang ada. Hasil riset memperlihatkan bahwa di balik 

kesuksesan beragam pengembangan e-service, terdapat seorang digital 

leader di belakangnya. Tanda kesiapan dalam pengembangan e-service 

berasal dari adanya pemimpin yang memperlihatkan political will untuk 

melakukan transformasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pemimpin tidak saja harus pintar dalam menyusun konsep, tetapi harus 
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pula menjadi motivator ulung dalam setiap fase mulai dari perencanaan 

hingga implementasi e-service. 

Pengelolaan budaya pelayanan (pemanfaatan teknologi informasi) 

dalam prinsip-prinsip kepemimpinan di pelaksanaan aksi perubahan ini 

terlihat dalam beberapa hal: 

a. Penyusunan SOP Pengelolaan Piutang diharapkan mampu 

memperbaiki pelayanan yang terkait dengan pengelolaan piutang 

menjadi fleksibel dan berorientasi pada kepuasan pasien. Dengan 

adanya SOP Piutang ini, diharapkan tidak ada lagi piutang macet yang 

menjadi temuan pemeriksan dan tidak ada lagi komplain pasien dan 

atau keluarga pasien terkait pengelolaan piutang ini. Hal ini sesuai 

dengan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik sehingga 

pelayanan publik di pengelolaan piutang Rumah Sakit Kariadi berjalan 

lebih cepat, mudah dan berkualitas. 

b. Adanya identifikasi kebutuhan dalam pengembangan aplikasi piutang 

dan penyusunan spesifikasiawal aplikasi piutang merupakan bentuk 

pemanfaatan teknologi informasi dalam perubahan budaya pelayanan 

publik kearah digital. Kegiatan dalam aksi perubahan ini diharapkan 

mampu mengubah proses pengelolaan piutang menjadi lebih efisien.  

  
3. Pengelolaan Tim 

Tim adalah sekumpulan orang yang memiliki keterampilan yang 

saling melengkapi dan memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan 

bersama dengan suatu proses kerja bersama yang dimana mereka saling 

bertanggung jawab satu sama lain. Jika dikaitkan dengan kata efektif, 

maka tim efektif dapat diartikan sebagai tim yang berhasil mencapai 

tujuannya (teams that are able to achieve their purpose). Dalam sebuah 

tim efektif, seluruh komponen tim bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai 

dengan peran dan fungsinya masing-masing yang ditujukan semata-mata 

untuk meraih tujuan tim yang merupakan tujuan bersama. Ada rasa 

memiliki/taking ownership terhadap tujuan tim tersebut dari setiap anggota 

tim. Semua komponen tim merasa memiliki tujuan tim dan dengan rasa ini 

maka lahirlah apa yang disebut sebagai tanggung jawab dan kerelaan 

untuk berkorban dalam mencapai tujuan bersama tersebut. 

Komposisi tim yang efektif idealnya terdiri dari pemimpin, 

pembentuk, pemikir, pengevaluasi, penyelidik sumber daya, pekerja tim, 
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dan penyelaras akhir. Pemimpin merupakan penggerak utama organisasi, 

otoritas organisasi berada di tangan pemimpin. Pemimpin juga menjadi 

kunci keberhasilan dari suatu organisasi. Proses pembentukan tim efektif 

sangat erat kaitannya dengan peran hubungan yang melekat pada 

pemimpin, yaitu peran pemimpin dalam pembentukan dan pembinaan tim-

tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk pencapaian 

tujuan organisasi, pembukaan, pembinaan dan pengendalian hubungan 

eksternal dan internal organisasi serta perwakilan bagi organisasinya. 

Keberhasilan tugas dalam tim akan tercapai jika setiap anggota tim 

bersedia untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk kesuksesan 

tim sesuai tujuan pembentukan tim. Menjadikan tim kerja yang sukses dan 

efektif adalah impian bagi setiap pemimpin sukses. Ini menjadi tantangan 

tersendiri dalam menggapai setiap visi dan tugas organisasi. Maka dalam 

tim efektif perlu diperhatikan beberapa hal yaitu sasaran tim kerja jelas, 

keterampilan anggota tim relevan, saling percaya, komitmen yang 

disatukan, komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, serta dukungan 

internal dan eksternal. 

Pengelolaan tim kerja aksi perubahan didasarkan pada analisis 

terhadap tim efektif yang dibentuk dalam rangka optimalisasi pengelolaan 

piutang di Rumah Sakit Kariadi.  Bukti proses kepemimpinan dalam 

pengelolaan tim dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Tim efektif Nomor 

HK.02.03/D.X/2543/2024 Tentang Tim Efektif Pengakuan, Pengelolaan 

dan Penghapusan Piutang RSUP Dr. Kariadi. Tim efektif ini terdiri dari sub 

tim verifikator penjaminan, sub tim petugas piutang, sub tim akuntansi dan 

BMN serta sub tim social worker. Setiap sub tim memiliki kekhususan 

dalam teknis kegiatan dan tahapan untuk mendukung kelancaran aksi 

perubahan. Dalam melaksanakan aksi perubahan semua tim efektif 

diharuskan melaksanakan kegiatan sesuai tahapan dan waktu yang telah 

disepakati. Seluruh anggota tim harus memiliki tujuan dan sasaran yang 

sama serta terus melakukan koordinasi dan komunikasi agar aksi 

perubahan dapat berjalan lancar sampai terwujudnya output berupa SOP 

piutang dan spesifikasi aplikasi piutang.  

 

 

 

http://www.bintan-s.web.id/2011/04/peran-kepemimpinan.html
http://www.bintan-s.web.id/2011/04/sifat-kepemimpinan.html


41 
 

 

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan 

1. Capaian dan Bukti Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik 

Uraian capaian beserta output dalam setiap tahapan kegiatan aksi 

perubahan “Optimalisasi Pengelolaan Piutang di Rumah Sakit Kariadi yaitu 

sebagai berikut: 

a. Konsultasi dengan Mentor 

Mentoring adalah sebuah hubungan yang membentuk ikatan 

dimana proses pembelajaran dan pengalaman terjadi melalui analisis, 

pengujian, pengujian kembali dan refleksi dari situasi, masalah, 

kesalahan dan keberhasilan (baik mentor maupun mentee) untuk 

mengidentifikasi kesempatan belajar. Mentor menjadi pengarah dan 

pendukung dalam menjalankan aksi perubahan mulai dari rancangan 

sampai pelaksanaan aksi perubahan. Project leader diharapkan dapat 

mengimplementasikan prinsip kepemimpinan dalam rangka 

membangun kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan 

pelayanan dalam pelaksanaan sehingga memperoleh hasil sesuai 

rencana melalui aksi perubahan. 

Project leader melakukan koordinasi dan melaporkan terkait 

hasil pelaksanaan kegiatan On Campus pada Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas BBPK Ciloto Tahun 2024. Koordinasi antara project leader 

dengan mentor selaku Manajer Perbendaharaan dan Pelaksanaan 

Anggaran RS Kariadi dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan dan 

tahapan kegiatan. Konsultasi dilakukan dalam rangka memperoleh 

arahan, masukan dan pedoman dalam memulai aksi perubahan sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Output hasil kegiatan ini adalah 

masukan dan saran dari mentor pada setiap proses kegiatan aksi 

perubahan. 
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Gambar 5. 1 Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor 

 
b. Pembentukan Tim Efektif  

Pembentukan Tim efektif dilaksanakan dengan menunjuk 

sembilan orang pegawai yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk 

mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Tim efektif yang dibentuk 

dan pembagian tugasnya dituangkan dalam surat keputusan yang 

ditandatangani Direktur Utama Rumah Sakit Kariadi. Output kegiatan 

adalah terbentuknya Tim Efektif Pengakuan, Pengelolaan dan 

Penghapusan Piutang. Bukti pelaksanaan adalah Surat Keputusan 

Pembentukan Tim Efektif Pengakuan, Pengelolaan dan Penghapusan 

Piutang. Tim Efektif terdiri dari Pelindung (Direktur Utama), 

Penanggungjawab (Direktur Akuntansi dan Barang Milik Negara), ketua 

(Manajer Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran), satu orang 

sekrertaris (Asisten Manajer Manajer Pelaksanaan Anggaran) dan Sub 

Tim Verifikator Penjaminan, Sub Tim Petugas Piutang, Sub Tim 

Akuntansi dan BMN dan Sub Tim Social Worker. Tugas utama tim 

efektif piutang ini adalah dalam kegaitan penyusunan draft SOP piutang 

sebagai upaya optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah Sakit 

Kariadi. 
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Gambar 5. 2 SK Tim Efektif Piutang 
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c. Koordinasi dan Konsultasi dengan Petugas Piutang dari Biro Keuangan 

dan BMN Kemenkes 

Koordinasi dan konsultasi dengan petugas piutang dari Biro 

Keuangan dan BMN Kemenkes dilakukan untuk mendapatkan 

masukan terkait permasalahan teknis detail dalam penyusunan SOP 

Piutang. Biro Keuangan dan BMN Kemenkes merupakan salah satu 

pihak yang menyarankan adanya SOP Piutang di Rumah Sakit Kariadi 

dan diharapkan SOP ini menjadi contoh SOP Piutang di Rumah Sakit 

Vertikal yang lain secara nasional.  Salah satu permasalahan yang 

dikoordinasikan adalah penagihan dengan optimalisasi Piutang Negara 

yang dilakukan di Rumah Sakit Kariadi tidak semua dilakukan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

163/PMK. 06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada 

Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan 

Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara. 

Konsultasi dilakukan pada saat penyusunan draft SOP Piutang untuk 

mendapatkan masukan terkait teknis dan dilakukan setelah SOP 

Piutang terbentuk untuk mendapatkan reviu dan koreksi apabila 

terdapat aturan terbaru. Output dari tahapan kegiatan ini adalah 

masukan dari Biro Keuangan dan BMN Kemenkes untuk pembuatan 

draft SOP Piutang. 
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Gambar 5. 3 Koordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes 

 
d. Menyusun Draft SOP Pengelolaan Piutang 

Penyusunan draft SOP Pengelolaan Piutang dilakukan oleh sub 

tim Petugas Piutang berdasarkan dengan regulasi yang sudah ada 

yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

163/PMK. 06/2020 Tentang Pengelolaan Piutang Negara Pada 

Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara Dan 

Pengurusan Sederhana Oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/6447/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 

Piutang Negara Pada Kementerian Kesehatan Yang Tidak Dapat 

Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara 

Melalui Mekanisme Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal serta 

hasil koordinasi dengan petugas piutang dari Biro Keuangan dan BMN 

Kemenkes. Pada saat penyusunan draft SOP Piutang dilakukan juga 

koordinasi dengan tim efektif sebelum draft ini dibahas dalam rapat. 

Output dari tahapan kegiatan ini adalah draft SOP Piutang yang siap 

dibahas dalam rapat. 
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Gambar 5. 4 Draft SOP Piutang 

e. Rapat Pembahasan Draft SOP Pengelolaan Piutang dengan Tim 

Efektif Pengakuan, Pengelolaan dan Penghapusan Piutang 

Draft rancangan SOP Pengelolaan Piutang yang telah disusun 

oleh sub tim Petugas Piutang kemudian dibahas dalam rapat bersama 

tim efektif Pengakuan, Pengelolaan dan Penghapusan Piutang untuk 

mendapat masukan dan koreksi sesuai dengan teknis di lapangan. 

Setelah rapat semua sub tim dalam tim efektif Pengakuan, Pengelolaan 

dan Penghapusan Piutang diminta untuk melakukan reviu ulang 

apabila ada masukan dan koreksi. Dari proses ini diperoleh output 

berupa masukan dan koreksi draft SOP Pengelolaan Piutang sebagai 

bahan revisi draft SOP Pengelolaan Piutang. 
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Gambar 5. 5 Rapat Pembahasan Draft SOP Piutang  

 

f. Revisi dan pengusulan SOP Pengelolaan Piutang ke Direktur Utama 

Hasil rapat pembahasan draft SOP Pengelolaan Piutang 

dengan tim efektif Pengakuan, Pengelolaan dan Penghapusan Piutang 

digunakan sebagai dasar revisi SOP Pengelolaan Piutang. Draft SOP 

Pengelolaan Piutang yang sudah direvisi kemudian dimintakan 

persetujuan kepada Direktur Utama melalui Asisten Manajer Pelaksaan 

Anggaran, Manajer Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, 

Bagian Tata Usaha, Bagian Hukum kemudian kepada Direktur 

Keuangan dan BMN dan terakhir kepada Direktur Utama. Output 

kegiatan ini adalah terbentuknya SOP yang sudah ditandatangai oleh 

Direktur Utama. 
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Gambar 5. 6 SOP Pengelolaan Piutang 

 
g. Sosialisasi SOP piutang 

SOP piutang yang sudah terbentuk harus dapat dipahami oleh 

semua yang terlibat dalam proses pengelolaan piutang mulai dari 

Petugas Tata Rekening, Petugas Piutang, Petugas Akuntansi dan 

Petugas Bendahara Penerima. Sosialisasi dilakukan pada hari Jumat, 

25 Oktober 2024. Setelah dilakukan sosialiasi dilakukan survey 

terhadap manfaat dari adanya SOP Piutang ini kepada peserta 

sosialisasi. Output dari tahapan aksi perubahan ini adalah tanggapan 

petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan piutang di dalam 

SOP Piutang dalam bentuk hasil survey setelah dilakukan sosialisasi 

SOP Piutang. 
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Gambar 5. 7 Sosialisasi SOP Piutang 
 
h. Identifikasi Kebutuhan Aplikasi Piutang 

Tahapan optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah Sakit 

Kariadi setelah disusunnya SOP Pengelolaan Piutang adalah 

pembuatan aplikasi piutang. Tahapan kegiatan ini termasuk dalam 

tahapan kegiatan jangka menengah. Sebelum dilakukan pembuatan 

aplikasi piutang maka perlu dilakukan identifikasi kebutuhan untuk 

masuk dalam aplikasi piutang. Hasil identifikasi kebutuhan dalam 

pengembangan aplikasi piutang yang merupakan output dari tahapan 

kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

i. Tahap Awal: 

a) Tersedianya dokumen pendukung pengajuan klaim Asuransi dan 

Tanggungan Perusahaan 

b) Surat tagihan dan kuitansi yang terfasilitasi dalam sistem 

c) Rekap klaim Asuransi Tanggungan Perusahaan per debitur 

ii. Tahap Menengah: 

a) Terintegrasi dengan aplikasi E-klaim untuk mempermudah dalam 

klaim COB BPJS 
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iii. Tahap Akhir: 

a) Bridging system RS dengan debitur asuransi dan perusahaan 

(Inhealth, Admedika, BRI Life, Jasa Raharja, BPJS 

Ketenagakerjaan) yang memerlukan entry data pasien dan 

dokumen pendukung ke aplikasi yang dimiliki debitur asuransi 

dan perusahaan  

 

Gambar 5. 8 Identifikasi Kebutuhan Aplikasi Piutang 

 

i. Penyusunan Spesifikasi Aplikasi Piutang 

Penyusunan spesifikasi aplikasi piutang termasuk dalam tahapan 

kegiatan jangka menengah berdasarkan. hasil identifikasi kebutuhan 

aplikasi piutang. Tahapan awal identifikasi kebutuhan aplikasi piutang 

yang dimasukkan dalam rencana aplikasi piutang adalah: 

a) Tersedianya dokumen pendukung pengajuan klaim Asuransi 

danTanggungan Perusahaan 

b) Surat tagihan dan kuitansi yang terfasilitasi dalam sistem 

c) Rekap klaim Tanggungan Perusahaan per debitur 

Output dalam tahapan kegiatan ini adalah tampilan spesifikasi sesuai 

tahap awal pengembangan aplikasi piutang dengan nama Sistem 

Informasi Administrasi Piutang (SIAP). 
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Gambar 5. 9 Spesifikasi Awal Aplikasi Piutang 

 

Kendala yang ditemukan selama proses pelaksanaan aksi 

perubahan ini antara lain: 

a. Isi materi SOP banyak karena terdiri dari 4 kegiatan 

b. Penerjemahan regulasi nasional ke SOP di tingkat RS 

c. Proses pengesahan dan tanda tangan SOP membutuhkan tahapan 

dan waktu yang lama 

d. Indentifikasi kebutuhan pengembangan aplikasi terkendala karena 

permintaan data dukung penagihan ke asuransi/perusahaan beragam 

 

2. Manfaat Aksi Perubahan 

Kegiatan aksi perubahan optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah 

Sakit Kariadi melalui pembentukan tim efektif piutang dan SOP piutang 

bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan dan 

mengantisipasi tuntutan perubahan. Kondisi yang terjadi sebelum adanya 

aksi perubahan yang terkait permasalahan kinerja pelayanan adalah: 

a. Petugas piutang belum memiliki pedoman internal dalam pengelolaan 

piutang 

b. Peran pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang belum optimal 

karena koordinasi yang kurang baik 

c. Tindak lanjut temuan pemeriksa atas piutang macet belum selesai 
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d. Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar 

belum ada regulasi yang jelas sehingga berpotensi menjadi piutang 

macet 

e. Komplain pasien atau penanggung piutang masih terjadi 

Manfaat kegiatan aksi perubahan optimalisasi pengelolaan piutang di 

Rumah Sakit Kariadi melalui pembentukan tim efektif piutang dan SOP 

piutang bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan dapat dilihat 

dari kondisi saat ini yaitu: 

a. Petugas piutang memiliki pedoman internal dalam pengelolaan piutang 

b. Koordinasi pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang menjadi 

lebih baik sehingga peran pihak lain terkait pengelolaan piutang 

menjadi optimal 

c. Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar 

menjadi lebih jelas 

Adapun manfaat aksi perubahan optimalisasi pengelolaan piutang di 

Rumah Sakit Kariadi melalui pembentukan tim efektif piutang dan SOP 

piutang dalam mengantisipasi tuntutan perubahan adalah: 

a. Tindak lanjut temuan pemeriksa atas piutang macet menjadi selesai 

b. Komplain pasien atau penanggung piutang sudah tidak ada lagi 

 

3. Implementasi Pengembangan Potensi dalam Aksi Perubahan 

Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi 

Perubahan 

Tabel 5. 1 Strategi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

No Pihak 

Terdampak 

Kebutuhan 

Kompetensi  

Strategi Pengembangan 

Kompetensi 

Kontribusi 

pada Aksi 

Perubahan 

1 Sub Tim 

Verifikator 

Penjaminan  

Penentuan 

Penjaminan 

Diskusi dan sharing sesion 

tentang regulasi piutang 

berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 163/PMK. 

06/2020 dan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik 

Penyusunan 

draft SOP 

piutang 
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Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/6447/2021 

2 Sub Tim 

Petugas 

Piutang,  

Penagihan 

Piutang 

Diskusi dan sharing sesion 

tentang regulasi piutang 

berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 163/PMK. 

06/2020 dan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/6447/2021 

Penyusunan 

draft SOP 

piutang 

3 Sub Tim 

Akuntansi 

dan BMN  

Pelaporan 

Piutang 

Diskusi tentang regulasi 

piutang berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 

163/PMK. 06/2020 dan 

Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/6447/2021 

Penyusunan 

draft SOP 

piutang 

4 Sub Tim 

Social 

Worker 

Pengelolaan 

Piutang 

Pasien 

Terlantar 

Diskusi tentang regulasi 

piutang berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 

163/PMK. 06/2020 dan 

Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 

Hk.01.07/Menkes/6447/2021 

Penyusunan 

draft SOP 

piutang 
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Gambar 5. 10 Manfaat Aksi Perubahan 

 

C. Keterkaitan Dengan Mata Pelajaran Pilihan 

Mata pelatihan yang dipilih yaitu Menguasai Seni Berkomunikasi, 

Membina Kerjasama Tim dan Core Values ASN Berakhlak.Pelatihan di ASN 

Berpijar yang terdiri dari pelatihan Menguasai Seni Berkomunikasi (3 JP), 

Kondisi Sebelum Aksi Perubahan

•Petugas piutang belum memiliki pedoman internal dalam 
pengelolaan piutang

•Peran pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang belum 
optimal karena kurangnya koordinasi

•Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien 
terlantar belum ada regulasi yang jelas sehingga berpotensi 
menjadi piutang macet

•Tindak lanjut temuan pemeriksa atas piutang macet belum
selesai

•Komplain pasien atau penanggung piutang masih terjadi

Pembuatan SOP piutang

Kondisi Saat Ini

•Penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan:

•Petugas piutang memiliki pedoman internal dalam pengelolaan 
piutang

•Pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang berperan 
optimal

•Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien 
terlantar menjadi lebih jelas

•Antisipasi tuntutan perubahan:

•Tindak lanjut temuan pemeriksa atas piutang macet selesai

•Komplain pasien atau penanggung piutang semakin berkurang
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Membina Kerjasama Tim (5 JP) dan Core Values ASN Berakhlak (7 JP). 

Manfaat pelatihan Menguasai Seni Berkomunikasi (3 JP) adalah 

mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan efisien dalam 

konteks kerja. Materi pelatihan ini mencakup teknik berkomunikasi secara lisan 

dan tertulis, etika dalam berkomunikasi, serta menangani konflik dan negosiasi. 

Pelatihan Membina Kerjasama Tim (5 JP) bermanfaat dalam mengasah cara 

efektif untuk membangun dan mempertahankan kerjasama tim yang solid. 

Dalam pelatihan ini dipelajari tentang dinamika kelompok, teknik membangun 

kepercayaan, mengelola konflik, dan meningkatkan komunikasi antar anggota 

tim. Pelatihan Core Values ASN Berakhlak bermanfaat membentuk fondasi 

akhlak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan nilai-nilai inti 

yang harus ditanamkan dalam diri setiap ASN. Tujuannya pelatihan ini adalah 

agar dapat menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan 

tanggung jawab. Bukti pelaksanaan pengembangan potensi diri adalah 

sertifikat pelatihan.  
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Tabel 5. 2 Keterkaitan dengan Mata Pelajaran Pilihan 

No Judul Aksi Perubahan Mata Pelatihan Jalur 

Pembelajaran 

Hubungan dengan Aksi Perubahan Sumber 

Pembelajaran 

1 

Optimalisasi 

Pengelolaan Piutang 

di Rumah Sakit Kariadi 

Menguasai Seni 

Berkomunikasi 

Pelatihan di 

ASN Berpijar 

Pelatihan Menguasai Seni Berkomunikasi 

berhubungan dengan aksi perubahan saat 

melakukan koordinasi dengan tim efektif 

piutang, penyusunan SOP piutang dan 

mendapatkan dukungan dari stakeholder 

ASN Berpijar 

2 Membina Kerjasama 

Tim 

Pelatihan di 

ASN Berpijar 

Pelatihan Membina Kerjasama Tim 

berhubungan dengan aksi perubahan saat 

melakukan koordinasi dengan tim efektif 

piutang, penyusunan SOP piutang 

ASN Berpijar 

3 

 

 

 

 

 

 

Core Values ASN 

Berakhlak  

 

Pelatihan di 

ASN Berpijar 

Pelatihan Core Values ASN Berakhlak  

berhubungan dengan aksi perubahan karena 

dalam pelaksanaan tahapan aksi perubahan 

dengan menerapkan nilai-

nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, 

Adaptif, dan Kolaboratif)  

ASN Berpijar 
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Gambar 5. 11 Sertifikat Mata Pelajaran Pilihan 
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D. Diseminasi dan Publikasi Aksi Perubahan 

1. Penerapan Startegi Komunikasi 

Strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif merupakan kunci 

untuk memotivasi tim, membangun kepercayaan, dan mencapai tujuan. 

Strategi komunikasi dengan stakeholder adalah elemen penting dalam 

memastikan dukungan, partisipasi, dan pemahaman yang kuat terhadap 

tujuan kegiatan aksi perubahan Dalam konteks aksi perubahan, strategi 

komunikasi dengan stakeholder sangat penting untuk memastikan semua 

pihak memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam proses 

perubahan. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi resistensi, 

memfasilitasi partisipasi aktif, dan memastikan keberlanjutan perubahan 

yang diinginkan. Tujuan dari strategi komunikasi dengan stakeholder dalam 

kegiatan aksi perubahan adalah untuk memastikan proses perubahan 

berjalan efektif, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari semua pihak 

yang terlibat. 

Strategi komunikasi terkait aksi perubahan ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah: 

Tabel 5. 3 Penerapan Startegi Komunikasi 

No Kuadran Stakeholder Penerapan Strategi 

1 Promoters 

(Pengaruh 

tinggi, 

Kepentingan 

Tinggi 

• Direktur Keuangan dan 

BMN 

• Ketua Tim Kerja 

Perbendaharaan dan 

Pelaksanaan 

Anggaran 

 
 

• Konsultasi secara 

tatap muka 

langsung dengan 

Direktur Keuangan 

dan BMN untuk 

meminta saran, 

masukan serta 

koreksi dalam 

pembuatan tim 

efektif piutang dan 

SOP piutang  

• Konsultasi secara 

tatap muka dengan 

Manajer 

Perbendaharaan 

dan Pelaksanaan 
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Anggaran untuk 

meminta saran, 

masukan serta 

koreksi dalam 

pembuatan tim 

efektif piutang dan 

SOP piutang 

2  Latens 

(Pengaruh 

tinggi, 

Kepentingan 

rendah) 

• Social Worker 

• SPI Rumah Sakit 

 

• Rapat 

pembahasan draft 

SOP Piutang 

dengan social 

worker 

• Konsultasi dan 

permintaan 

dukungan aksi 

perubahan kepada 

kepala SPI Rumah 

Sakit Kariadi 

3 Defender 

(Pengaruh 

rendah, 

Kepentingan 

tinggi) 

• Biro Keuangan dan 

BMN Kemenkes  

• Tim Kerja Akuntansi 

dan BMN 

 

• Konsultasi SOP 

piutang dengan 

Biro Keuangan dan 

BMN Kemenkes 

melalui aplikasi 

WhatsApp 

• Konsultasi dan 

permintaan 

dukungan kegiatan 

aksi perubahan 

kepada Manajer 

Akuntansi dan 

BMN Rumah Sakit 

Kariadi 

4 Apathetics 

(Pengaruh 

• Perusahaan/Asuransi 

Kesehatan 

 

Koordinasi dengan 

Perusahaan/Asuransi 

Kesehatan dalam 
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rendah, 

Kepentingan 

rendah) 

 
 

proses penagihan 

piutang  

 

2. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Aksi Perubahan 

Dukungan penarapan aksi perubahan didapatkan dari Direktur 

Keuangan dan BMN Rumah Sakit Kariadi berupa persetujuan dan 

penerbitan SK Tim Efektif Piutang untuk mendukung terlaksananya aksi 

perubahan (SK Tim Efektif Piutang terlampir). Selain itu, dukungan juga 

diperoleh dari Manajer Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, 

Manajer Akuntansi dan BMN, Kepala Satuan Pemeriksaan Internal dan 

Petugas Social Worker Rumah Sakit Kariadi dalam bentuk surat 

pernyataan dukungan aksi perubahan (Surat Pernyataan Dukungan 

terlampir). Dukungan dari Biro Keuangan dan BMN Kemenkes diperoleh 

melaluil komunikasi menggunakan aplikasi WhatsApp. 

 

E. Keberlanjutan Aksi Perubahan 

Aksi perubahan dalam bentuk pembuatan tim efektif piutang dan SOP 

piutang sangat dibutukan dalam optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah 

Sakit Kariadi. SOP piutang ini akan terus dilakukan revisi dan reviu oleh pihak 

yang terkait sesuai perkembangan regulasi dan teknis yang ada. Rencana 

tindak lanjut aksi perubahan dalam optimalisasi pengelolaan piutang di Rumah 

Sakit Kariadi yang telah dilakukan adalah analisis kebutuhan dalam 

pembuatan rencana tampilan awal dalam aplikasi piutang sesuai dengan 

milestone jangka menengah dan jangka panjang. Hasil identifikasi kebutuhan 

dalam pengembangan aplikasi piutang adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Awal: 

i. Tersedianya dokumen pendukung pengajuan klaim Asurandi dan 

Tanggungan Perusahaan 

ii. Surat tagihan dan kuitansi yang terfasilitasi dalam sistem 

iii. Rekap klaim Asuransi dan Tanggungan Perusahaan per debitur 

b. Tahap Menengah: 

Terintegrasi dengan aplikasi E-klaim untuk mempermudah dalam klaim 

COB BPJS 
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c. Tahap Akhir: 

Bridging system Rumah Sakit dengan debitur asuransi dan perusahaan 

(Inhealth, Admedika, BRI Life, Jasa Raharja, BPJS Ketenagakerjaan) yang 

memerlukan entry data pasien dan dokumen pendukung ke aplikasi yang 

dimiliki debitur Perusahaan 

Adanya aplikasi piutang ini diharapkan proses pengelolaan piutang di 

Rumah Sakit Kariadi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga antisipasi 

tuntutan perubahan dapat terselesaikan yaitu: 

a. Proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar menjadi 

lebih jelas 

b. Komplain pasien atau penanggung piutang semakin berkurang 

Rencana tindak lanjut aksi perubahan ini berupa pengembangan aplikasi 

piutang telah dikonsultasikan dengan mentor dan mendapat dukungan mentor 

dan juga sudah diinformasikan kepada stakeholder dan mendapatkan 

dukungan dari stakeholder serta dituangkan dalam program kerja Tim Kerja 

Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran. Bentuk keberlanjutan aksi 

perubahan ini yang lain adalah perbaikan secara terus-menerus terhadap SOP 

Piutang berupa reviu kembali SOP oleh Biro Keuangan dan BMN Kemenkes 

dan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Kariadi sesuai regulasi terkini.  
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Gambar 5. 12 Konsultasi Identifikasi Kebutuhan dan Tampilan Aplikasi Piutang 

Keberlanjutan dari aksi perubahan ini juga dapat dilihat dari 

dimasukkanya rincian kegiatan dalam SOP Piutang ini dalam sasaran kinerja 

pegawai (SKP) tahun 2024. Berdasarkan Rencana Hasil Kerja dan Indikator 

Kinerja Individu pada sasaran kinerja pegawai (SKP) terdapat butir kegiatan 

dengan capaian tersedianya data dukung tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 

(indikator kinerja utama nomor dua) dan terwujudnya penyusunan dan evaluasi 

Standar Operasional Prosedur (SOP) (indikator kinerja utama nomor enam). 

Pada kontrak kinerja pegawai tahun 2024, indikator kinerja yang sesuai 

dengan aksi perubahan antara lain tersedianya surat tagihan piutang non JKN, 

tersedianya laporan monitoring piutang, Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi 

Piutang, tersedianya laporan kunjungan lapangan ke penanggung hutang 

(PH), Tersedianya laporan monitoring piutang macet. Indikator kinerja tersebut 

merupakan detail kegiatan yang terdapat dalam SOP piutang sehingga 

keberlanjutan aksi perubahan dapat terjamin.  

 



64 
 

 

 

Tabel 5. 4 Sasaran Kinerja Pegawai 

 

F. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri 

Pengembangan potensi diri diimplementasikan dengan mengikuti 

pelatihan, belajar mandiri dan menjadi ketua tim dan narasumber kegiatan. 

Secara rinci pelaksanaan pengembangan potensi diri dilakukan sebagai 

berikut: 
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Tabel 5. 5 Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri 

No Nama 

Kegiatan 

Jalur 

Pengembangan 

Potensi Diri 

Bukti Pendukung 

1 Peningkatan 

Integritas 

Belajar mandiri 

melalui media 

youtube: What is 

Integrity? dari 

Tuck School of 

Business 

 

2 Peningkatan 

Kerja Sama 

Menjadi Ketua Tim 

Casemix Kariadi 

Surat Keputusan Tim Casemix Rumah 

Sakit Kariadi 

 

3 Peningkatan 

Pengelolaan 

Perubahan  

• Pelatihan 

Intensif “Publik 

Speaking and 

For Team 

Leader” Pusat 

Pengembangan 

Kompetensi 

ANS Kemenkes 

• Sertifikat Pelatihan Intensif “Publik 

Speaking and For Team Leader” 

(dalam proses) 
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• Menjadi 

narasumber 

sosialisasi 

tentang Klaim 

JKN kepada 

Kepala Ruang 

dan PPJA di 

Rumah Sakit 

Kariadi pada 

tanggal 22 

Oktober 2024  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Aksi Perubahan Optimalisasi Pengelolaan Piutang di Rumah Sakit Kariadi 

dilakukan melalui kegiatan pembuatan Tim Efektif Piutang, pembuatan SOP 

Pengelolaan Piutang dan identifikasi kebutuhan aplikasi Piutang dan 

spesifikasi awal aplikasi Piutang. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya 

aksi perubahan ini dapat menyelesaikan permasalahan kinerja pelayanan yaitu 

petugas piutang memiliki pedoman internal dalam pengelolaan piutang, 

koordinasi pihak lain yang terkait dalam pengelolaan piutang menjadi lebih baik 

sehingga peran pihak lain terkait pengelolaan piutang menjadi optimal dan 

proses pembebasan biaya pelayanan kesehatan pasien terlantar menjadi lebih 

jelas. Adapun manfaat aksi perubahan optimalisasi pengelolaan piutang di 

Rumah Sakit Kariadi melalui pembentukan tim efektif piutang dan SOP piutang 

dalam mengantisipasi tuntutan perubahan adalah tindak lanjut temuan 

pemeriksa atas piutang macet menjadi selesai dan komplain pasien atau 

penanggung piutang sudah tidak ada lagi. 

Rencana tindak lanjut sebagai bukti keberlanjutan aksi perubahan ini 

adalah dengan meminta reviu kembali terkait SOP Piutang kepada pihak 

terkait mengikuti perkembangan regulasi dan teknis di lapangan. Masukan dari 

pengguna SOP piutang ini akan menjadi dasar revisi dan perbaikan SOP 

piutang. Selain itu juga dilakukan pengembangan aplikasi piutang berdasarkan 

analisis kebutuhan aplikasi piutang yang sudah diidentifikasi sebelumnya. 

Rencana tindak lanjut aksi perubahan ini adalah reviu dan perbaikan secara 

terus-menerus terhadap SOP Piutang apabila terdapat perubahan regulasi dan 

teknis di lapangan serta dilakukan pengembangan aplikasi piutang 

berdasarkan tahapan jangka pendek, menengah dan panjang. Adanya aplikasi 

piutang ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan piutang di Rumah 

Sakit Kariadi. 
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